
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

TUNJANGAN GURU TIDAK TETAP PADA JALUR PENDIDIKAN FORMAL
DALAM KABUPATEN  TANJUNG  JABUNG  BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian
Tunjangan Guru Tidak Tetap (GTT) yang bertugas pada Jalur
Pendidikan Formal, perlu merubah Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemberian Tunjangan Guru Tidak Tetap Pada Jalur
Pendidikan Formal Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian
Tunjangan Guru Tidak Tetap Pada Jalur Pendidikan Formal
Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4964);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun  2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10
Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 11
TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TUNJANGAN GURU TIDAK TETAP PADA JALUR
PENDIDIKAN FORMAL DALAM KABUPATEN  TANJUNG
JABUNG  BARAT



PASAL I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Guru Tidak Tetap Pada Jalur
Pendidikan Formal Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 11) diubah, sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Pembayaran Tunjangan Guru Tidak Tetap yang bertugas pada jalur
pendidikan formal dibayarkan melalui Kepala Sekolah tempat guru yang
bersangkutan bertugas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Pembayaran, besaran
tunjangan dan satuan jam pelajaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

(3) Bagi Guru Tidak Tetap yang bertugas di lebih dari 1 (satu) sekolah Negeri,
maka Tunjangan akan dibayarkan maksimal 40 jam/minggu.

(4) Apabila terjadi selisih bayar (kurang bayar atau lebih), maka akan
diperhitungkan untuk dibayarkan pada bulan, triwulan, atau semester
berikutnya pada tahun anggaran yang sama.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6   Juli 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 6  Juli 2015

Telah diteliti oleh;
Plt. SEKRETARIS DAERAH Kepala Dinas Pendidikan

KAB. TANJUNG JABUNG BARAT , Kab. Tanjung Jabung Barat,

ttd

FIRDAUS KHATAB WAHIDIN, S.Pd, MM
NIP.19580808 198403 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015
NOMOR 17


